
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN

KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79A Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admimnistrasi Kependudukan ;

b. bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen
kependudukan tidak dipungut biaya, maka pengenaan
retribusi pelayanan penggantian dokumen
kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor
4 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan
perundang-undangan ;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil.
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475); Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

13 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional.
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah   (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 4), dan Peraturan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2011 Nomor 83), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 1 September  2015

Diundangkan  di Pangkajene
pada tanggal, 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN  KEPULAUAN

ANWAR  RECCA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR  2 TAHUN  2015
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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Cap/ttd

RUSLAN ABU


